
NOMOR:

Menimbang

Mengingat

BERITADAERAH
KABUPATENMAJALENGKA

TAHUN2019

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR21 TAHUN2019

TENTANG

PEDOMANPENGADAANBARANG/JASA
PADABADANUSAHAMILIKDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, perIu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengadaan f3arang/Jasa Badan Usaha
Milik Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang' Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inuonesia NOtnOf4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia T-ahun 2014 Nomor 244, Tambah-an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia T-ahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah ... 2
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Pera~~rar.t Pemerint~. N~m()r.54_Tahu:n .2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republ1k
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
~ll1~an_ Negara R~pu1:>~Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-
IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan.
PenggUnaan Produk Dalam Negeri-Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negaral Anggaran
Pendapatan BelanjaDaerah (Berita NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor46);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang
Dipisahkan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 ten tang Pendirian
Perusahaan Daerah Apotik "Silih Asih" Di Kabupaten
Daerah ...'ritlgkai . -II MajaIengka. (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10
Tahun 1978, Seri B) sebagaimana telah diubah
beherapa . ka1i terakhii- dengan -'PeratUrmi' Daerah'
Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah ..Kabupaten
~Jiajaierigka Nomor -5 --Tahl.lIi--1977 tentimg Pendirian
Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih Di Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahuri 2017 1\lomor-7);' .----.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka NOJllor 11 Tahun 1988 tentang
Pernbentukan .--Perusahaan Daerah Air Mirium
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
Nomor 2 Tahun 1989 Sen D -sebagaiJDanatelah 'mubah .
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama
Atas--Peraturan--Oaerah -Kabupaten- Daerah TingkatII
Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 Tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupateii- --Oaerah -Tirigtciif.II Majatenglai -.(Lembaran -
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 26,
Seri D);

11. Peraturan Daerah ... 3
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3
Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 3,
Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih
Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabtipaten~Majaiengka taiiuri~2bb~fNomor~3);~. ~

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten MajaIerigka (Lembaran Daerab
Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 16);

14. P-eraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukahaji Menjadi
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tabun 2014 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASABADANUSAHAMIUK DAERAH.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
YEiOg Inenj~di ~ewen~gan d~erah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Pengaaaan. Batang/Jasa Baaan. Usana Milik Daetah yang aelafijU:tfiya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barangfjasa
oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai dari anggaran Badan Usaha
Milik Oaerah d.an.prosesnya seJak:identiflka.si. kebutuhan, sampai .dengan.
serah terima hasil pekeIjaan.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
l>~daJ:l.llS~la: YaJ:lgS~hlruh la:tla:US~bflgi~ b~ar modahlya dimiliki. ~leh.
Daerah.

7. Pengguna ... 4
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7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMO.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberl kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa, yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD. . .. .. .

9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat
fung~ional/personel yang bertugas mela}{sanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung dan/atau e-purchasing yang ditetapkan dengan
Keputusan Oireksi.

10. Kelompok KeJja Pemillhan yang selanjutnya cUsebut Pokja Pemillhan
adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tender atau seleksi yang
ditetapkan dengan Keputusan Oireksi.

11. Pejabat Pemeriksa Hasil PekeIjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekeIjaan Pengadaan Barangl Jasa.

12. Panitia Pemeriksa Hasil PekeIjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekeIjaan
Pengadaan Barangl Jasa.

13. Penyelenggara Swakelola adalah BUMDyang menyelenggarakan kegiatan
secara Swakelola.

14. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberl
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Oireksi
BUMD,tlntuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

15. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh BUMD.

16. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah unit ketja pada
BUMO yang mela.kukan pengawasan melalui audit, reviu,pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi BUMD.

17. Pengadaan Barangl Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh BUMO.

18. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/ jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

19. Pela.ku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupunbersama-sama
melalui peIjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

20. Penyedia Barang/Jasa Badan Usaha Milik Oaerah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah pelaku usaha yangmenyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

21. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau
tidak bergerak,yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

22. Pekeljaan ... 5
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22. Peketjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu eli berbagai bidang keilmuan yang mengutamakanadanya <>lah.pikir. . - - - _.. . - - -- - - ---- _.-.. - - - - -

24. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralat8:n, tnet<>4ologi1dlu~u~,dan Iatau ketrampilan <ia1amsuatu sistem
tata kelola yang telah dikenal luas eli dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan.

25. Barga Perkiraan Sendirl yang selanjutnya disingkat BPS.adalah perkiraan
harga barang/ jasa yang elitetapkan oleh PPK.

26. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing
adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.

27. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyeelia
Barangl Pek~rjaan Konstruksi/Jas~ _Lainnya.

28. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu.

30. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
inforIIla~i <ian trans_~si ele}{tronik ~esuai ketentuan perundang-
undangan.

31. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyeelia Barang/ Jasa yang
dila.kukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elelctronik
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang
telah ditentukan~

32. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesiftkasi teknis, dan harga barang tertentu
dari berbagai Penyedia Barangl Jasa.

33. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE
adalah sistem informasi tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
secara elektronik.

34. Porta! Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi
elektronik yangterkait dengan informasi Pengadaan Barangl Jasa secara
Nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa-
Pemerintah.

35. Sertiftkat Keahlian Pengadaan Barangj Jasa adalah tanda bukti
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi
dibidang Pengadaan BarangjJasa.

36. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

37. Pakta ... 6
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37. Pakta Integritas adalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk
meneegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam
pengadaan Barang/ Jasa.

38. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah petjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa
atau pelaksana Swakelola.- - _.. '" .. - - -- '. .' . '. .

39. Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu
t~rt~n,t\,l u,n,t\,l~ l:>arcmg/j~&aycp1g l:>~lu,~ 4~p~t ditentukan volume
dan/ atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

40. Kontrak Tahun Jarnak adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
membebani lebih dati 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah
meridapatkan .persefuJuarl pejabat yang berWenang sesu'ai" 'ketentUan .
peraturan perundang-undangan, berupa peketjaan yang penyelesaiannya
lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dati 1 (satu) Tahun Anggaran;atau' j)ekerjEum'yang"membenkari"inanraat'lebih apabila dikontrakkan
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3
(tiga)Tahun Anggaran.

41. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha peorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana dimaksud dalam. undang-undang yang mengatur mengenai
Usaha Mikro, Keci1dan Menengah.

42. Usaha Keci1 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

43. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
IJ;leI'llp*8:tl.~$ P~I'lls$,~ ~~~~.~~~g ~~.s~~ yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Keeil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ten tang UsallaMi.kro, kecii.~da.ri'Met1engah~'.,.. " .. ,.., '. ""', .. .

44. Produk Dalarn Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan
p~~~~ay~~. y~g <;iiP~<?c111,~s~,~~:u ~~rj~~, ~l~h.p~rus~~ in~ustri
yang berinvestasi dan berproduksi eliIndonesia.

45. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis
yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
ASllransJ)lembaga 'keuangan khllsus 'yang'menjat'ank8n' llsaha '<ii''bldang'
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga' pembiayaan 'ekspor' Indonesia: .. '. ,.,..,.... '. ,... ' " .

46. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa
dfseluruh BUMDdalamJan~8'-waktU tertentU.' " --''''' .

47. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang tetjadi di luar kehendak para
pA1~ <i~~. ~~~tr* <i~, ti<i~ c;lap~t <#~r~~ s~~ll~Y~., s~hin~a
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

48. Sayembara ... 7
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48. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

49. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan
barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang
harga/biayanya tidak-dapatditetapkan.berdasar1GuiHarga Saiuari~ .. .

BABII
MAKSUDDAN.Tt]JUAN

Pasal2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman
bagi BUMDdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dati setiap uang yang

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi,dan Penyedia; -_.- . -_.... - .. ---.. --_.- _ --..- .-.- . _.. . - .--- _.-_ .

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. mefiifigkatKafi perafi sena Usaha MfKto, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
f. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
g. menin~~ sinergi ~t~ BllMD; dan
h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BABIII
RUANGLINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/ Jasa yang berasal darl anggaran BUMD.
b. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang

pembiayaannya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
penyertaan modal, pinjaman atau hibah yang diterima oleh BUMD.

c. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
merupakan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi yakni pengadaan
untuk belanja modal dalam rarigka penamb8.han ase!:-d.ari/atau.keglatan .
operasional serta peningkatan kapasitas.

Pasal4

Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan melalui:

a. swakeioia; dan/ atau
b. Penyedia.

BAB IV ... 8
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BABIV
KEBIJAKAN,PRINSIP,DANETlKA
PENGADAANBARANG/ JASA

Pasal5

Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanaxan Pengaaaan Batang/Jasa yang lebih ttan$f>atan, terbuka,

dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dansumber daya manusia

Pengadaan Sarang/ Jasa;
d. menggunakan telmologi informasi dan komunikasi, serta transaksi

elektronik;
e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional

Indonesia (SNI);dan
f. m~IIlb~ri.}{t:\Il.k~s~IIlP~tt:\Il.k~p~d8:.US~8:. ~ikr~,. US~El. K~, d8:D:~s~a

Menengah;
g. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal6

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
8.. Efi&ieo, berarti Peogaaaan Barangl Jasa h~s" diusahakan aefigan.

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum;

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya; .....""...."". .

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan
B~~gIJ2!~~ b~r~if2!tjel2!8.d2!Od2!Pa.,tdil<et$ui ~ec~a lUCl;S.ol~h Penyedia
Barangf Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

d. Terbuka, berarti Pengadaan BarangfJasa dapat diikuti oleh semua
Penyedia BarangfJasa yangrnemenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkanketentuandan prosedur yangjela.s; .. ' " "'. " ""

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barangf Jasa harus dilakukan melalui
p~rs.aix.lg~l:ly~g s,ell~tdiant~a s~b~y* IIlun~ Penyedia Barang/Jasa
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
BarangfJasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi
yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam PengadaanBarangf Jasa;"- ." ""."." . . "." .". " ". . .. . ..

f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia
B~~gIJ.~s,~ dan tid* IIU~Ilg~~ untul~ meIIl})eri keuntung~ k~pada .
pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan

g. Akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait
Pengadaan Barang/J~sE:l sehin~a dapat dipertflIl~ngja\Vabkan.

Pasal 7 ... 9
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Pasal7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika
sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung. jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barang/ Jasa;

b~ bekerja secara profesional; mandiri; dan menjaga kerahasiaan informasiyang-- --menuru(- "sffcitnya ---harlis- --dirallasiakan -- untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi langs~Ilg atall titiak l~gsu:ng Yang be!"~bat_
persaingan usaha tidak sehat; .

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
s~sl.lai_kes~p~atan tertl1lis pihak yang terkai~;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat
persaingan usahatidak sehat d€:l1am.PeIlg~dElElIlB~~g/JB:s~;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk

memberl atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa.

BABV
PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasa18

(1) Pela.ku pengadaan barang/ jasa untuk pengadaan mela1ui Swakelola
terdiri atas:
a. PA;
b. PPK;
c. PjPHP;
d. PPHP; .dan
e. Penyelenggara Swakelola.

(2) Pelaku pengadaan barangjjasa untuk pengadaan mela1ui Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA;
b. PPK;
c. PoIga Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
d. PPHPjPjPHP; dan
e. Penyedia.

Bagian Kedua ... 10
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Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal9

(1) PA pada BUMO adalah Oireksi yang mempunyai tugas dan kewenangan
sebagai berikut;
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran

belanja yang telah ditetapkan;
c. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
e.. melaksanakan Konsolidasi Pengad~atl Bar@g/ Jasa;
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
g. menetapkan PPK;
h. menetapkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
i. menetapkan PjPHP/ PPHP;
j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;.
k. menetapkan tim teknis;
L menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan mela1ui

Sayembara/Kontes; dan
m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal.
n. l\tfen~tapitanp~m~naIlg p~lllilihan/ p~nyedia.untuk metode penrilihan :

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

2. Seleksij Pefiufijukafi- Langslifig. UfitUK- paKet- Pefigaaaaft Jasa.
Konsultansi.

(2) PAdalam membuat rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hUruf c b~r<if1s~kaI1 us~hitl. itebutu.hatl d~ B~giaI1 atau Unit
Kerja/Usaha BUMOsesuai dengan anggaran yang tersedia.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal10

(1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) PPKdalam Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesiflkasi teknis/Kerangka Acuan KeIja (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia;
f. l'D:engusulkan.perubahanjadwal kegiatan;

g. menetapkan ... 11
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g. menetapkan tim pendukung;

11. Inen,etap~aI1tim atau. tenaga ahli;

i. dapat melaksanakan E-Purchasing;
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barangl Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;
1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;

m. menyerahkan hasil pekeIjaan pelaksanaan kegiatan kepada PAdengan
Berita Acara Penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan; dan

o. menilai kineIja Penyedia.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK
melaksanakan tugas pelimpahan ke~enaJ:l~aI1d~ ,PA,IIle~Ptlti~,
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan peIjanjian dengan pihak lain daiam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasall1

(1) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memiliki integritas;

~', J:!l_~~ __disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualiflkasiteknis serta manajerial

untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

e. menand~~gani P~ Integritas;
f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan

g. me~ S~~~t ..~~~~~_ ~~~g~cl~~. I!~~gIJ~~Cl..'_

(2) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
y~tu:
a. berpendidikan paling kurang SaIjana Strata Satu (S1) dengan bidang

keahlian sesuai tuntutan pekeIjaan;
b. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun terlibat secara aktif

dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. memiliki kemampuan keIja secara kelompok dalam melaksanakan

setiap tugas/pekeIjaannya.

Bagian Keempat ... 12
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Bagian Keempat
PoIga Pemilihan/Pejabat Pengadaan

Pasa112

(1) Polga Pemilihan/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai BUMD atau
instansi lainnya.

(2) POIgaPemilihan/Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas;

b. memahami pekeIjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekeIjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat

Pengadaan yang bersangkutan;
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e. pemah. ffiengikUtipelatihan.pefigactaan.barang/jasa~ Qan.
f. menandatangani Pakta Integritas.

(3) POIga PemilihanlPejabat Pengadaan memiliki. tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pemilihan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website
SUMO dan dapat melaluipapan pengumuman resmi untuk
ma;sy~*aJ s~rt8:.da;paJ IIl~nYaJIlP~ .k~ Layap.8:tl.Peng~d~ .S~8;.

Elektronik untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasamela1ui prakualiftkasi atau

Pfls~~alif~asi; ~
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

g. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barangl Jas.a kepada
PA;dan

i. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA.

(4) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Polga Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perub$an liPS;dan/atau
b. perubahan spesiflkasi teknis pekerjaan.

(5) Dalam hal Pengadaan Barangj Jasa bersifat khusus danj atau
memerlukan keahlian khusus, Pejabat Pengadaan dapat menggunakan
jasa tenaga ahli.

Bagian Kelima ... 13



13

Bagian Kelima
Panitia/ Pejabat Penerima Hasil PekeIjaan

Pasal13

PjPHP dan PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekeIjaan
pengadaan BarangJPekerjaan KonstruksiJ Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi,
yang nilainya diatur oleh masing-masing BUMD.

Bagian Keenam
Penyelenggara Swakelola

Pasal14

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (i)
huruf e terdiri atas:
a. Tim Persiapan;
b. Tim Pelaksana; dan
c. Tim Pengawas.

(2) Tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu
menyusun:
a. sasaran;
b. rencana kegiatan;
c. jadwal pelaksanaan; dan
d. re~canabiaya.

(3) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu
melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan' penyerapan 'anggaran. ". -'. ." ..' .. ,

(4) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu
IIl~Ilg~,!~sj~rsj~p~ d~ ~l~s~~~ fis~ S~rt~~~is~r~si.Sw~elola.

Bagian Ketujuh
Penyedia

Pasal15

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e wajib
memenuhi kualiftkasi sesuai barang/jasa yang diadakan dan sesuai
ketentuan peraturan perund8l1:g-uIl~fltl~al1•.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertanggungjawab atas:
a. P~Jaksana.atl kolltrak;
b. kualitas barangJjasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan

BAB VI ... 14
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BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal16

(1) .Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan
barangfjasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; danf atau
b. perencanaan pengadaan mela1ui Penyedia.

Pasa117

(1) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
a. penetapan tipe Swakelola;
b. peIlytls~l1an ~peslftkasi teknis IKAK; dan
c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(2) KetefitUafi mefigenai penetapan.- tipe,. SWakelola. seoagaimllfia- difila1esud.-
pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Perusahaan atau
Keputusan Direksi.

Pasa118

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
a. pefiyusUfian, spesiflkasi {elmis / KAK: .
b. penyusunan perkiraan biayafRAB;

Pasal ig

(1) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ay~t (2) ditrlllaJ d~~ RlJJ?

(2) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam Rencana KeIja pada masing-
InJ:lS~g BYMD,.

(3) Pengadaan yang belum direncanakan dalam Rencana KeIja, hams
~se.tujui ole.h.Penga\\T~~.pB:d~.B~Mp.

Bagian Kedua
R:eIlc~:a. ~Jmu_m,PeIlga<1~~

Pasal20

(1) PAmenyusun RUP sesuai kebutuhan BUMO.

(2) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. kegiatan. dan. anggatan. Pengadaan Batang/ Jasa yang akafi Qibiayai olen

BUMOsendiri; dan/ atau

b.kegiatan ... 15,
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b. kegiatan dan anggaran PengadaanBarang/Jasa yang akan dibiayai
berdasarkan kerja sarna antar BUMD secara pembiayaan bersarna (co-
fmancing) sepanjang diperlukan.

(3) RUPmeliputi kegiatan sebagai berikut:
a. mengindentiflkasi kebutuhan BarangjJasayang diper~ukanBtJMD;.
b. menyusundanmenetapkanrencanapenganggaran untuk Pengadaan

BarangjJasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
c. menetapkan kebijakan umum tentang:

1. pemaketan pekerjaan;
2. cara Pengadaan BarangjJasa; dan
3. pengorganisasian Pengadaan Barangj Jasa;

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

(4) RUP pada BUMD untuk Tahun Anggaran berikutnya harus selesai
disusun pada Tahun Anggaran beIjalan.

Pasal21

(1) Pengumuman RUP BUMDdilakukan setelah penetapan alokasi anggaran
belanja.

(2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
atau situs web BUMDatau papan pengumuman resmi untuk masyarakat,
surat kabar, dan/atau media lainnya.

(3) Mekanisme Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)juga
diberlakukan untuk perubahan/revisi paket pengadaan.

BAB VII
PERSIAPANPENGADAANBARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan Swakelola

Pasa122

(1) Persiapan Swakelola meliputi:
a. penetapan sasaran;
b. Penyelenggara Swakelola~
c. rencana kegiatan;
d. jadwal pelaksanaan; dan
e. RAB.

(2) Penetapan sasaran pekeIjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a ditetapkan oleh PA.

(3) Penetapan Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~~~~ll ~~~~ c!~t?-~~~~er_~t~~~_~erusah~_,a~u Keputusan Direksi.

(4)Rencana ... 16
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(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga
ahli/ peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak
tersendiri.

(5) Rasil persiapan Pengadaan BarangjJasa melalui Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/
subkegiatan/ output.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa MelaluiPenyedia

Pasal23

Persiapan Pengadaan BaranglJasa melalui Penyedia dilakukan oleh PPK
meliputi kegiatan:
a. menetapkan HPS;
b. menetapkan rancangan kontrak;
c. menetapkans~siflkasi teknislKAJ{;,dan/atau
d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,

jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.

BAB VIII
PELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pt;l~s~~ Pemilihan Penyedia

Pasal24

(1) Metode pemilihan penyedia terdiri atas:
a. Tender;
b. SeleKsi;
c.Tender Cepat;
d. E-Purchasing;
e. Penunjukan Langsung; dan
f. Pengadaan Langsung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Perusahaan atau Keputusan Direksi.

Bagian Kedua
Jenis Kontrak

Pasal25

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
terdiri atas:
a. Lumsum;

b. Harga ... 17
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b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lum Sum dan Harga Satuan;
d. Terlma Jadi (Turnkey);dan
e. Kontrak Payung.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan;dan
c. Kontrak Payung.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasa126

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
b. Penandatanganan Kontrak; ,
c. Pemberlan uang muka;
d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
e. Perubahan Kontrak;
f. Penyesuaian harga;
g. Penghentian Kontrak atau Berakhimya Kontrak;-
h. Pemutusan Kontrak;
i. Serah Terlma Hasil Pekerjaan; dan/atau
j. Penanganan Keadaan Kabar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani
Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja
atau tid8.k cukUp tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang
dibiayai anggaran BUMD.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kontrak

Pasal27

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia
mampu menyelesaikan pekeIjaan, PPKmemberikan kesempatan Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan.

(2) Pemberlan kesempatan kepada Penyedia untukmenyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimakslld p~da, a,ya,t (1), ~uat dalam adendum kontrak
yang didalamnya -mengatur waktu penyelesman pekerjaan, pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan
Pelaksanaan.

(3) Pemberlan kesempatan kepada Penyedia untukmenyelesaikan pekerjaan
s~bagaim~:a dimaksud pad~ ayat (1), d:ap~~~elampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kelima ... 18
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Bagian Kelima
Serah Terlma Hasil Peketjaan

Pasal28

(1) Setelah peketjaan selesai 1000/0(seratus persen) sesuai dengan ketentuan
yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPKuntuk serah terima barangfjasa.

(2) PPKmelakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

(3) PPKclan Penyedia menanclatanganl Berlta Acara Serab Terlma.

Pasal29

(1) PPK menyerahkan barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
kepadaPA.

(2) PA meminta PjPHPjPPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif
terhadap barang/ jasa yang akan diserahterimakan.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara.

BABIX
PE~q-ADAANBARANG/JASA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pengadaan Barangj Jasa Secar~_E!e~()~.

Pasal30

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik dapat dilakukan
dengan:
a. IIlenggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara

Elektronik {SPSE)dan sistem pendukung; - - ..... - .- .' ...
b. menggunakan sistem sendiri; atau
C,. mefiggllnakan sistem yang dikembangkan olen Lembaga .Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengadaan Barangj Jasa Jangka Panjang

Pasal31

(1) Untuk peketjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
atau multi-year, maka BUMDdapat melakukan Pengadaan BarangjJasa
1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang
disesuaikanclengan. kehutUhan spesiflk dari masing-masing BUMD,
sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

(2)Dalam ... 19
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(2) Dalam hal pengadaan jangka panjang atau multi-year, PA/Direksi perlu
membuat formula penyesuaian harga tertentu (price adjustment) baik
untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi
pasar dan best practice yang berlaku.

BABX
PENGAWASAN

Pasal32

(1) Bupati wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui
aparat pengawasan internal pada Inspektorat Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayatdapat dilakukan melalui
kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan Iatau penyelenggaraanwhiS"ttebloWiiigsystem.- ---------------, - ----.. ,.., .. ,'

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan
Kontrak, dan serah terima peketjaan.

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. pemenuhan nilai manfaat yang sel)esar-besamya;.
b. kepatuhan terhadap peraturan;
c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;
d. penggunaan produk dalam negeri;
e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
f. pengacl~ Berkelanjutan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dapat dilakukan
b~rs~a dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan 'pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.' ,' .. -..

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alatpengendalian pelaksanaan
Penga<iaanBarang/J~s~.

BABXI
SANKSI

Pasal33

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam
pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk

memenuhi persyaratan yang'd.1tentukan dalam Dokumen Pemilihan;
. b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk

mengatur harga penawaran;
c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam

pemilihan Penyedia;atau
a. mengundurkall. dirt aengaft wilsall. yang tidak dapat .clitenma oleh

PoIga Pemilihan/ Pejabat Pengadaan.

(2) Per1;)uatan ... 20
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(2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima
SPpBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan
mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
a. tidak ffielaksanakan Kofittak, Udale mefiyelesaikan pekefjaan, atau
tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;
c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil peketjaan
berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan
Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

f. terlamoal il'lefiyelesaikan pekerjaan sesuaic1.ei1.g~ KOf.ltr~~

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dM aya,t (3) di.ken~G\P:
a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
b. sanksipencairanjaminan;
c. sanksi Daftar Hitam;
d. sanksi ganti kerugian; dan/ atau
e. sMksj d~nd~.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
a. ayat (Il huruf a sampai dengan huruf c diken~ ~2!I1~sidigugur~~
dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi
Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

o. ayat,. (1),hutlif, d ,d.ikefiakan. sanKsi, peficaifan. Jamifian- PenaWarart dan.
Sanksi Daftar Hitam selama I (satu) tahun;

c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi
aaftar Hitam seiama i (satu') tahun;

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan
atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar
Hitam selama 1(satu) tahun;

e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti
kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau

, '

f. ayat (3)huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal34

(1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PAl KPA atas usulan Pokja
l:'~_~!~ej~~~~_ ~~_g~~~~_.

(2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PAl KPA atas usulan PokJa
Pemilihart/Pejabat Pengadaan.

(3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
aya~ (5) huruf c d~ P~s.al 33 ~y~t (5) hUruf~, diteU:lp~ ol~h PAl I{PA
atas usulan PPK.

(4)Pengenaan ... 21
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(4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPKdalam Kontrak sebesar 1%0
(satu pennil) dari nitai kontrak atau nitai bagian kontrak untuk setiap
hari keterlambatan.

(5) Nitai kontrak atau nitai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3)berlaku sejak ditetapkan.

Pasai 35

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf c, BUMDmelaporkan secara pidana.

Pasal36

(1) SanksiadministratifdikenakankepadaPA/KPA/PPK/Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu
perbuatanyan~ menjadi kewajibannya.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada
PAl KPA/ PPK/Pokja Pemilihan/ Pokja Pengadaan/ PjPHP/ PPHP yang
terbukti. melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha
Negara.

Pasal37

(1) PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang
dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan
fungsi layanan pengadaan secara elektronik; untuk ditayangkan dalam
Daftar Hitam Nasional.

(2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
menyelenggarakan Daftar HitamNasional.

BABXII
PELAYANANHUKUMBAGIPELAKU

PENGADAANBARANG/ JASA

Pasal38

Pemerintah

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku
Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait
Pengadaan Barang/Jasa.

(2)Pelayanan ... 22
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(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak
proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

(3) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud padaayat (1)
dikecualikan untuk Penyedia, Onnas, kelompok masyarakat
penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen
Pengadaan.

BABXIII
PENYELESAIANSENGKETAKONTRAK

Pasal39

(1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam
pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian
sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

(2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasa140

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 l~'pl'il 2019

BUPATIMAJALENGKA,
ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal15 '&.p1'"11 2019
SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN~ALENGKA,

AHMAD DIKIN
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2019 NOMOR 2'1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SETDA KABUPATENMAJALENGKA,

..-:::::::::::it:
GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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